PERATURAN BUPATI MELAWI
NOMOR /6 TAHUN 2009

TENTANG

PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH MENGENA]I PEMBUKAAN

Menimbang

Mengingat

KELEMBAGAAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA
DAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN

DI KABUPATEN MELAWI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MELAWI,

bahwa guna menunjang wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 (Sembilan)
Tahun dalam upaya meningkatkan daya tampung bagi lulusan Sekolah
Dasar dan Sekolah Menengah Pertama serta meningkatkan mutu dan
efisiensi  Sckolah Menengah dipandang perlu untuk mengatur
Pembukaan Kelembagaan Sekolah Menengah Pertama dan Sekolah
Menengah Kejuruan di Kabupaten Melawi;

bahwa untuk melaksanakan maksud padu huruf u tersebut diatas perlu
diatur dengan Peraturan Bupati,

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan
Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor
78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301 )

Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2003 tentang Pembentukan
Kabupaten Melawi dan Kabupaten Sckadau di Propinsi Kalimantan
Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 149,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4344);

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang  Pembentukan

Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4389);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang  Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusar dan Pemerintuh Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438),



5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan
Dacrah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

6.  Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 tentang Perubshan Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 90,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3763);

7.  Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998 tentang Perubshan Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 Tentang Pendidikan
Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor
91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3764);

8.  Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional
Pendidikan (Lembaran Negara Repubiik Indonesia Tahun 2005 Nomor
41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005

Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4578);

10. Peraturan Pemerintzh Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman
Pembinaan dan Pengawasan Penyclenggarsan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tabun 2005 Nomor 165,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

1l. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian
Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah
Provinsi dan Pemerintahan Daersh Kabupaten/Kota  (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Melawi Nomor 21 Tahun 2007 tentang
Pembentukan Organisasi Perangkat Daersh Kabupaten Melawi
(Lembaran Daerah Kabupaten Melawi Tahun 2007 Nomor 21
TmhhanbanmemhKabupamMehwi Nomor 49).

PauumBupuﬁMehwiNomorBl Tahun 2007 tentang Struktur
Olganisusi,Tug;sPokok.FungsimemaKajaDinuPﬂldidikm
Kabupaten Melawi (Berita Dacrah Kabupaten Melawi Tahun 2007 Nomor
186).

MEMUTUSKAN :
PELAKSANA TEKNIS DAERAH MENGENAI PEMBUKAAN

KELEMBAGAAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA DAN
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN DI KABUPATEN MELAWL



BABI
KETENTUAN UMUM
Pasal |

DnlamPe:umnBupaﬁiniyangdimaksuddengsn:

10.

11.

12,

13,

14,

13,

16.

Dacrah adalah Kabupaten Melawi;

WMMWMPMMWUM
Penyelenggara Pemerintahan Daerah;

Bupati adalah Bupati Melawi;
DMMDiumdidlhnKMnMdlM;
ch-hDinnnddahKapahDinnPendidikaameehwi;

KepdaTmUnhaadathememngUsnhadanAdminismsi
dalam Jabatan Struktural setingkat Eselon [V:

Kepala Sckolah adalah Pimpinan Sekolah yang menduduki jabatan
fungsional;
Wakil Kepala Sekolah adalah Wakil Pimpinan Sekolah yang
membidangi kurikulum, kesiswaan dan konseling dalam jabatan
fungsional;

Sekolah Menengah Pertama adalsh Jenjang Pendidikan Menengah
Pertama;

Sekolah Menengah Pertama Satu Atap adalah Jenjang Pendidikan
Mmuh?mmmghmdaSmAupdenngckothnw;

Sekolsh Menengah Kejuruan adalah Jenjang Pendidikan Menengah
Kejuruan;

Unit Pelaksana Teknis Daerah adalah unit yang dibentuk oleh Dinas
Pendidikan scbagai pelaksana jalannya pendidikan Sekolah Menengah
Pertama dan Sekolah Menengah Kejuruan;

Anggaran Pendapatan  dan Belanja Daerah adalah Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daersh Kabupaten Melawi;

memmmmummmm
smmbdajudmpmsspcmhdajamagmpmadidikm
aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan
spi!innlkupmmmgendﬂhndiﬁ.kepdhdim.keoerdmnlkhhk
mulia serta keterampilan yang diperiukan dirinya, masyarakat, bangsa
dan negara;

Pendidikan Menengah Pertama  adalah pendidikan  yang
dildeha‘luldeidikmDum

Pendidikan  Menengah Kejuruan  adalsh  pendidikan yang
dioeknuuﬁmbuﬁlulum?cadldikmMmuhPm;;



17.

19,

21.

@

Sistem Pendidikan Nasional adalah keseluruhan komponen pendidikan
yang saling terkait secara terpadu untuk mencapai tujuan Pendidikan
Nasional;

Peserta Didik adalah anggota masyarakat yang berusaha
mengembangkan potensi diri melalui proses pembelgjaran yang
tersedia pada jalur, jenjang dan jenis pendidikan tertentu;

Tenaga Kependidikan adalsh anggota masyarakat untuk menunjang
penyelenggaraan Kependidikan;

Pﬁdikadahhwmpkependidikmmgbahmiﬁhﬁwm
dosen, konmselor, pamong belajar, widyaswara, tutor, instruktur,
fasilitator dan scbutan lain sesuai dengan kekhususannya serta
berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan:

Km&mmddnbnpemmdnpemnnnmgemi
mjm.isidanbahnpehjmmcmyangdimknsebagai
pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai
tujuan pendidikan tertentu;

Pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik
dmmmbabdqjupndamﬂnghmnbdq}m

penctapan mutu  pendidikan terhadap berbagai komponen pendidikan
padaseﬁapjalur.jenjangdanjaﬁspaxdidikmsebapibenm
peranggungjawaban penyelenggaraan pendidikan;

Akreditasi adalah kegiatan penilaian kelayakan pendidikan program
dalam satuan pendidikan budsukanuiteﬁaymgtehhditeupkm;

S\mbuDaynPcndidikanaMahscgalammgdimmam
dalam  penyelenggaraan pendidikan  yang  meliputi tenaga
Kependidikan, masyarakat, dana, sarana dan prasarana;

Dewan Pendidikan adalah lembaga mandiri yang beramggotakan
memmkmymgpeddipendidihn;

Komite Sekolah adalah lembaga mandiri yang beranggotakan orang
m/waﬁmdidik.komunimssckohhmmkohmsyuakm
peduli pendidikan;

Siswnadlhhpesmdidikpadasanmpendidikanmenmgahdijdw
Pendidikan Sekolah;

Orang tua adalah Aysh atau Ibu atau wali siswa:

Menteri adalah Menteri yang bertanggung jawab dalam bidang
Pendidikan Nasional.



BABII
TUJUAN
Pasal 2

(1) Pembukaan Kelembagaan Sekolah Menengah Pertama dam Sekolsh
Menengah Kejuruan bertujuan :

& Meningkatkan penampungan lulusan Sckolah Dasar 9 (Sembilan)
Tahun guna memenuhi Pembangunan dan Pengembangan bidang
Pendidikan di Daerah;

b. Meningkatkan penampungan lulusan Sekolah Menengah Pertama
guna memenuhi Pembangunan dan Pengembangan bidang
Pendidikan di Daerah;

c. Meninghtkanpmgetalunndankemamptmsimscbag‘imggou
mymhtdahn:menndakanhubunpnmnb-lbd&dengm
lingkungan sosial budaya, semesta serta dapat melanjutkan
pendidikan pada jenjang yang lebih linggi.

) Uumkmenapaimjmnwhpimmdinmkmddalm:yu(l)hsalini

penyclenggaraan Pendidikan Menengah berpedoman pada tujuan
Pendidikan Nasional.

BABIII
PENGELOLAAN
Pasal 3

(1) Pengelolaan Pembukaan Sekolah sebagai bagian dari sistem
Pendidikan Nasional adalah tanggung jawab Pemerintah Daerah
melalui Kepala Dinas.

2) PixwimSekohhanphtﬂdirimKepdaSe&ohhdnmmng
atau lebih Wakil Kepala Sekolah berdasarkan kebutuhan.

3) PimphnnSekohhdibanmolehngaKmxdidihnhhnyadm
lempndminimsiymgbmdadiba\nhkoadimsiSubBuime
Usaha.

) SmanOlwﬂmi,tuysdanvnwemngSckohhMmph
ditetapkan Pemerintah Daerah.

Pasal 4

Pengadaan, pendayagunaan dan pengembangan tenaga kependidikan,
hnikuhm,bukupelajamn.paalmnpuﬂidikan,mhdmgedmgm
pemeliharaannya pada Sekolah Menengah menjadi tanggung jawab
Pemerintah Dacrah.

Pasal 5

chahSekolahbmmungjmbkcpadaKepnhDhnam
penyelenggaraan kegiatan pendidikan, administrasi sekolah, pembinaan
lcmgal(.ependidikmlainnyadanpmdayamanmdanm



Pasal 6

SubBogianTmUsahndipimpinolebseomnchpalaSubBagime
Usahada:mjabmnmuktmdeselonWbpndanmhthh
Pertama dan eselon IV a pada Sekolah Menengah Kejuruan.

)

@

3)
)

)

(1)

)

(3)

BABIV
KURIKULUM
Pasal 7

lahmkulumPcndndakmMmgabmempakansumnbﬁmka;m
danpelsjmunmkmennpnimijaﬂidikaanhdahm
rangka upaya mencapai tujuan pendidikan,
Isihnikuhm?mdidikaannphwqjibmmhhmhjhndm
mata pelajaran tentang :

a.  Pendidikan Pancasila;

b.  Pendidikan Agama;

¢ Pendidikan Kewarganegaraan,
Kmikulmmgbahkuseledanldiwupkmold:Mmai.

SekohhMmgahdapatmenjabmkmdanmmambnhmpehjm
sesuai dengan keadaan lingkungan dan ciri khas sekolsh yang
bamghmdcnmddukmgmmgikurihnummgbcrhmgm
nasional.

S&ohhwapumjahutmdmmenmhhbﬁnbjin
daﬁmampdajmmuaidensankebuwhanmmpn

BABV
SISWA
Pasal 8

Unmkdmldiwimawbmisiswas&ohhh@engﬂ?mm

seseorang harus :

8, Tamat Pendidikan Dasar;

b.  Memiliki kemampuan yang diisyaratkan oleh Sekolah Menengah
yang bersangkutan,

Untuk dapat diterima scbagai siswa Sekolah Menengah Kejuruan

seseorang harus ;

a TamuPendidihnMeungahPanmamymgsed«q’u;

b. Memilikikemnnpuanymgdﬁsyan&molehSekohhanh
yang bersangkutan,

Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2)
pasal ini diatur oleh Menteri melalui Dinas.



Pasal 9

(1) Siswa mempunyai hak :

a  Mendapat perlakuan sesuai dengan bakat, hikmsh dan
kemampuannya;

b. Mempuolehpendidikmagnmsesmidcngmmymg
dianutnya;

¢ Mengikuti program pendidikan yang bersangkutan atas dasar
Pendidikan berkelanjutan, baik untuk mengembangkan
kelmmpmnditimmpununmkmmpaolehmb.\ﬁnskn
pendidikan tertentu yang telah dibukukan;

d.  Mendapat bantuan fasilitas belajar, beasiswa atau bantuan lain
sesuai dengan persyaratan yang berlaku;

e PindnhkeSekohhMenengahyangsejtjarmuymgﬁnﬂamya
lebihﬁnggimnidenmmympen«imundswapﬁ-
Sckolah Mencngah yang hendak dimasuki.

(2) Siswa mempunyai kewajiban :

a  lkut menanggung biaya penyelenggaraan pendidikan, kecuali
bilamamsimdibebashnduikewajihanwmebmsmidenpn
peraturan yang berlaku;

b.  Mematuhi peraturan yang berlaky;

¢ Menghormati tenaga kependidikan;

d. Tkut memelihara sarana dan prasarana serta kebersihan, ketertiban
dankummn&kohhuemhymbasuugkm

(3) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2)
Pasal ini diatur oleh Dinas.

BAB VI
PENILAIAN
Pasal 10

Penilaian  Sckolah Menengah  dilaksanakan  secara bertahap,
berkesinambungan dan bersifat terbuka untuk memperoleh  ketenangan
lznungkegilmndlnkmajumbehjtrﬂswa.pehblnmkwikulum.gum
dmtenagaPendidikltinnya,danSekolahMamgahsehpisam
keseluruhan dalam rangka pembinaan, pengembangan dan penentuan
akreditasi Sekolah Menengah yang bersangkutan,

Pasal 11

(1) Penilaian pelaksanaan kurikulum dilakukan guna mengetahui
kesesuaian antara kurikulum Sekolah Menengah yang bersangkutan
dcn&mdasar,ﬁmgsidanbﬁktujmnPendidikanNuiOMdmgan
kempumsiswumperkznbmmmym.

(2) Penilaian terhadap guru dan tenaga kependidikan dilakuksn untuk
mengetahui kemampuan dan kewenangan professional.

3) HadlpenildmwbcgaimmyangdimakMaya(Z)Pmlini
digunakan untuk :

a, Pembinnndmpeumbanmmdmmkepmdidikan
lainnya;



b.  Penyempurnaan kurikulum dan pengelolaan program pendidikan
guru dan tenaga kependidikan lainnya.

(4). Pelaksanaan penilaian sebagaimana dimaksud ayat (1), ayat (2) dan
ayat (3) Pasal ini dilakukan oleh Dinas.

BAB VII
PEMBIAYAAN
Pasal 12

n Dengnntehhdiluh&m?unbukaml(clcmhgunSekolathmng&h
Pertama dan Sekolah Menengah Kejuruan sebagaimana dimaksud
dllmLimpimKepumbuﬁkﬁ.whldnple.hbhyl
penyelenggaraan, sarana dan prassrana Sekolah menjadi  beban
mewuiAnunmPendapu:ndanBeluﬁ.MhKnbupmnMehwi
dmwndapmnlam.bmkdm?emamtah?mmnpunamberhm
yang sah.

(2) Pembinaan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini meliputi :
a. quimtmphpﬁd&ulﬂmndmtmamw;
b. Biayapenguhndanpemelﬂmunmdanmamm;
c. Biayapetlumndanmembmm.

BAB VIII
PENGAWASAN
Pasal 13

(1) Pemerintah Dacrah melalui Dinas dilakukan pengawasan terhadap
Sekolah dalam rangka pembinaan, pengawasan,  perlindungan,
peningkatan mutu dan pelayanan Sekolah yang bersangkutan.

(2) Pengawasan dilakukan terhadap penyelenggaraan pendidikan dan

(3) Pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (1), ayat (2) dan ayat (3)
Pasal ini diatur oleh Kepala Dinas.

BABIX
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 14

Segall?untmm?ﬂ\mdmg—undmgmdmkmmnmgwhhm
sebelum Peraturan Bupati ini, jang tidak bertentangan dengan
P«ltumBuplﬁinimuihmpbethku.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 15

umplumntup;dhﬁmmkmwumdmbqimym
tidaklezpinhkanduiPaxntupaﬁini.



Pasal 16

Pautmaninimuhibahkupadamnggﬂdiundangkanagarsahpomng
dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan
mencmpatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Melawi.

Diitetapkan di Nanga Pinoh
pada tanggal 10 Aguitd 2009

S /—‘-\% PATI MELAWI,

- 3.1
A
e Koy

SUMAN KURIK

Diundangkan di Nanga Pinoh
pada tanggal (4§ Agushg 2009

KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT D KABUPATEN MELAWI,

DA)

BERITA DAERAH KABUPATEN MELAWI TAHUN 2009 NOMOR |7



Lampiran|  : PERATURAN BUPATI MELAWI
NOMOR /b6  TAHUN 2009
TANGGAL 1 Aquaks 2009
TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH MENGENAI
PEMBUKAAN KELEMBAGAAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA
DAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN DI KABUPATEN MELAWI

BADAN PERAN SERTA KEPALA SEKOLAH
MASYARAKAT/KOMITE T =~~~ WAKIL KEPALA
SEKOLAH/BP3 SEKOLAH
4 K

UNIT LABORATORIUM SUB BAGIAN

TATA USAHA
UNIT PERPUSTAKAAN SEKOLAH
v
DEWAN GURU
— : GARIS KOMANDO
S S i ok * : GARIS KOORDINASI

A. SUMAN KURIK
Diundangkan di Nanga Pinoh
pada tanggal 4 Agustus 2009

KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MELAWI,

D

BERITA DAERAH KABUPATEN MELAWI TAHUN 2009 NOMOR /5



Lampiran II : PERATURAN BUPATI MELAWI
NOMOR & TAHUN 2009
TANGGAL 10 AMutus 2009

TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH MENGENAI
PEMBUKAAN KELEMBAGAAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA
DAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN DI KABUPATEN MELAWI

BAGAN ORGANISASI SMK

BADAN PERAN SERTA KEPALA SEKOLAH
MASYARAKAT/KOMITE T " "=~1  WAKIL KEPALA
SEKOLAH/BP3 SEKOLAH
vy
UNIT LABORATORIUM SUB BAGIAN
TATA USAHA
UNIT PERPUSTAKAAN SEKOLAH
BENGKEL
4
UNIT PRODUKSI DEWAN GURU
— : GARIS KOMANDO
AR — » : GARIS KOORDINASI
Diundangkan di Nanga Pinoh

pada tanggal 14 Aqurhg 2009

KEPALA BAGIAN HUKUM

SEKRETARIAT DAE KABUPATEN MELAWI,

D

BERITA DAERAH KABUPATEN MELAWI TAHUN 2009 NOMOR 15




Lampican III
NOMOR

TANGGAL

: PERATURAN BUPATI MELAWI

/6 TAHUN 2009
(o Aqustus 2009

TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH MENGENAI
PEMBUKAAN KELEMBAGAAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA
DAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN DI KABUPATEN MELAWI

NAMA - NAMA PEMBUKAAN KELEMBAGAAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA,
SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN

DI KABUPATEN MELAWI
NO NAMA SEKOLAH KECAMATAN ALAMAT KETERANGAN
1 2 3 4 s
1 | SMPN 6 Menukung Menukung Desa Belaban Ella Tahun Operasional 2010
2 | SMPN 6 Sayan Sayan Desa Nanga Raku Km.57 | Tahun Operasional 2010
3| SMPN 8 Satu Atp Sayan Sayan Desa Landau Siling Tahun Operasional 2009
4 | SMPN 18 Nanga Pinoh Pinoh Selatan Desa Bina Jaya Tahun Operasional 2010
5 | SMPN 9 Tanah Pinoh Tanah Pinoh Desa Harapan Jaya Tahun Operasional 2010
6 | SMPN 11 Tanah Pinoh Tanah Pinoh Desa Pelita Jaya Tahun Operasional 2010
7 | SMPN 4 Sokan Sokan Desa Penyengkuang Tahun Operasional 2010
8 | SMPN 4 Satu Atap Sokan Sokan Desa Betangai Tahun Operasional 2009
9 | SMPN 7 Satu Atap Sokan Sokan Desa Keluing Taja Tehun Operasional 2009
10 | SMPN 8 Satu Atap Sokan Sokan Desa Nanga Libas Tahun Operasional 2009
11| SMPN 8 Satu Awp Tansh Pinoh | Tanah Pinoh Desa Bata Luar Tahun Operasional 2009
12 | SMKN 1 Belimbing Hulu Belimbing Hulu Desa Nanga Keberak Tahun Operasional 2009

Diundangkan di Nanga Pinoh

pada tanggal M Aduihug

KEPALA BAGIAN HUKUM

SEKRETARIAT D

D.

KABUPATEN MELAWI,

BERITA DAERAH KABUPATEN MELAWI TAHUN 2009 NOMOR 5




